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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan
kecil yang berjumlah sekitar 17.504. Berdasarkan data Biro Pusat
Statistik tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa
dengan berbagai keragaman. Keragaman yang menjadi karakteristik dan
keunikan Indonesia antara lain geografis, potensi sumber daya,
ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang dan kondisi sosial
budaya, dan keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah.
Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan
dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka
meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap
daerah.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah
memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Karakterisik yang berbeda juga terdapat pada satuan-satuan pendidikan
yang mempunyai peserta didik dengan latar belakang dan kondisi yang
beragam. Karenanya kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu
dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk
merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan anak di masa kini
dan masa mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua
jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan
anak.

2. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai
dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman
dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi,
kecerdasan, dan minat anak; (d) keragaman potensi daerah dan
lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f)
tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global;
dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dari amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut

ditegaskan bahwa:

1. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dengan maksud
agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan
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II.

III.

pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah
serta kebutuhan anak.

2. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk PAUD adalah
kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai
dengan karakteristik satuan PAUD.

TUJUAN

Pedoman penyusunan KTSP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
pendidik anak usia 4-6 tahun untuk dapat menyusun KTSP sesuai
dengan ketentuan dalam pedoman ini;

pendidik anak usia Lahir-4 tahun untuk dapat menyusun KTSP
dengan ketentuan dalam pedoman ini, disesuaikan dengan
karakteristik layanan;

kepala/pengelola lembaga PAUD, dalam merancang dan memantau
penyusunan KTSP; dan

dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota,
dalam menyusun KTSP sesuai dengan kewenangannya.

1.

2.

KURIKULUM PAUD

Pengertian

KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di satuan pendidikan anak wusia dini yang sesuai
dengan kondisi daerah, satuan PAUD, dan kebutuhan anak.

A.

Acuan Pengembangan

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini disusun mengacu pada
Standar Nasional PAUD serta Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum PAUD.

Dokumen KTSP PAUD

Dokumen KTSP PAUD terdiri dari:

Dokumen [ berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan
pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar,
dan kalender pendidikan. Jabaran setiap komponen pada
dokumen I adalah sebagai berikut:

1.

a.

Visi Satuan Pendidikan

Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari
warga satuan pendidikan anak usia dini, yang dirumuskan
dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan
dari seluruh warga lembaga pendidikan anak usia dini. Visi
tersebut mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan
kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap
pihak yang berkepentingan. Visi dapat ditinjau dan
dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Misi Satuan Pendidikan

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai
penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu
tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program
serta  memberikan keluwesan dan ruang gerak
pengembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat,
dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan
pendidikan anak wusia dini. Misi dapat ditinjau dan
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dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Tujuan Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan merumuskan tujuan berdasarkan visi
dan misi yang ditetapkan.

Muatan Pembelajaran

Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada
pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan
kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap
spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Materi-materi tersebut seharusnya dikuasai anak sesuai
dengan tahapan usianya yang diberikan melalui stimulasi
pendidikan secara terintegrasi dengan menggunakan tema-
tema yang sesuai dengan kondisi lembaga PAUD/satuan
pendidikan dan anak.

Pengaturan Lama Belajar

Lama belajar merupakan waktu yang digunakan untuk
memberi pengalaman belajar kepada anak dalam satu
minggu, satu semester, dan satu tahun. Lama belajar
dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka dengan
durasi paling sedikit 900 menit per minggu. Satuan PAUD
untuk kelompok wusia 4-6 tahun yang tidak dapat
melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib
melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360
menit pengasuhan terprogram.

Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk
kegiatan pembelajaran anak selama satu tahun ajaran yang
mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar,
waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender
Pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang
mencakup kegiatan-kegiatan perayaan hari besar nasional,
kegiatan-kegiatan puncak tema, kegiatan-kegiatan lembaga
(misal: rekreasi dan pentas seni).

Dokumen II berisi Perencanaan Program Semester (Prosem),
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH).
Untuk merencanakan pembelajaran, satuan PAUD menyusun
program yang meliputi:
1) Program Semester
Prosem berisi daftar tema satu semester dan alokasi waktu
setiap tema. Penyusunan Prosem dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a)
b)
)
d)

membuat daftar tema satu semester

menentukan alokasi waktu untuk setiap tema

menentukan KD pada setiap tema

memilih, menata, dan mengurutkan tema berdasarkan

prinsip-prinsip sebagai berikut.

(1) Tema dipilih dari lingkungan yang terdekat dengan
kehidupan anak.



(2) Tema dimulai dari hal yang sederhana menuju hal
yang lebih rumit bagi anak.
(3) Tema ditentukan dengan mempertimbangkan minat

anak.
(4) Ruang lingkup tema mencakup semua aspek
perkembangan

e) menjabarkan tema ke dalam sub tema dan dapat
dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-sub tema
untuk setiap semester;

Dalam menyusun Prosem, satuan PAUD diberi
keleluasaan dalam menentukan format.

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
RPPM disusun sebagai acuan pembelajaran selama satu
minggu. RPPM dapat berbentuk jaringan tema atau format
lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD yang berisi
projek-projek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan
pembelajaran.
Pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan
kegiatan puncak tema untuk menunjukkan hasil belajar.
Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat
kue/makanan, makan bersama, pameran hasil karya,
pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan.

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
RPPH disusun sebagai acuan pembelajaran harian.
Komponen RPPH meliputi antara lain: tema/sub tema/sub-
sub tema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar
(kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup),
indikator pencapaian perkembangan, penilaian
perkembangan anak, serta media dan sumber belajar.

Satuan PAUD dapat menyusun KTSP secara bertahap sesuai dengan
situasi dan kondisi.

Prinsip Penyusunan Kurikulum
Penyusunan Kurikulum PAUD dilakukan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut.

1.

Kurikulum dikembangkan prinsip berpusat pada anak yaitu
dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat,
perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak
yang mempunyai kebutuhan khusus.

Kurikulum dikembangkan secara kontekstual yaitu dengan
mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi sekolah, dan
kebutuhan anak.

Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan mencakup semua
program pengembangan yang direncanakan dan disajikan
secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap
perkembangan anak.

Kurikulum disusun agar semua program pengembangan
menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh
dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak.
Kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat
perkembangan anak karena anak akan belajar dengan baik jika

4



10.

kebutuhan fisik terpenuhi serta merasa tenteram, aman dan
nyaman.

Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak
belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari
gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial.

Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan
aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif
(PAUD-HI) yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan,
dan perlindungan anak.

Kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar
melalui bermain yang dirancang agar tercipta suasana yang
menyenangkan, fungsional, dan efektif dalam proses
pembelajaran.

Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman
belajar pada anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara
dinamis.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik
sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian
keragaman budaya. Kurikulum perlu memuat keragaman
potensi kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan
daerah setempat untuk menghasilkan anak yang mengenal,
mengapresiasi dan mencintai budaya daerah.

Prosedur dan Mekanisme Pengembangan Kurikulum
Prosedur dan mekanisme pengembangan kurikulum operasional
PAUD meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.

2.

Satuan PAUD membentuk tim/kelompok kerja pengembang
kurikulum.

Tim/kelompok kerja pengembang melakukan analisis konteks
dengan mempelajari dan mencermati pedoman-pedoman yang
ada dalam Peraturan Menteri tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini ini, menganalisis kondisi, peluang,
dan tantangan yang ada di lembaga/satuan PAUD yang
berhubungan dengan anak, pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, biaya dan program-program yang akan
dilakukan.

Penyusunan draf dokumen kurikulum PAUD sesuai dengan
komponen yang telah ditetapkan.

Tim/kelompok kerja melakukan review, revisi, dan penetapan.
Dokumen disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
kewenangannya, seperti: dinas pendidikan setempat, kantor
kementerian agama setempat, dan/atau ketua
yayasan/pengelola.

Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh
warga satuan PAUD.

IV. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP antara lain :
Pendidik
Kepala/pengelola lembaga PAUD

1.
2.



Pemangku kepentingan yang relevan misalnya Dinas Pendidikan
setempat, kantor kementerian agama setempat, Tim Pengembang
Kurikulum, dan organisasi mitra.

Tim pengembang kurikulum lembaga PAUD dalam
pengembangannya dapat mengikutsertakan komite sekolah, nara
sumber, dan pihak lain yang terkait.

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum
oleh satuan PAUD, dengan harapan setiap satuan PAUD dapat memiliki
kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik daerah, satuan
pendidikan, dan kebutuhan anak serta dapat dilaksanakan dengan baik.
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